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Peraturan persaingan usaha di atur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999. Kartel
merupakan salah satu perjanjian yang dilarang yang terkandung dalam pasal 11
undang-undang nomor 5 tahun 1999. Untuk membuktikan terjadinya pelanggaran
persaingan usaha dalam perkara kartel, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) memerlukan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya perjanjian
kartel di antara pelaku usaha. Memiliki dua macam tipe bukti tidak langsung, yaitu
meliputi bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Pembuktian menggunakan bukti tidak
langsung dalam hukum penegakan undang-undang nomor 5 tahun 1999 sangat
diperlukan mengingat bahwa sangat sulit membuktikan praktik kartel. Hal itu di
karenakan pelaku usaha melakukannya dengan secara diam-diam dan tertutup.
Namun demikian keberadaan bukti tidak langsung masih menjadi perdebatan dan
dianggap tidak memiliki kepastian hukum karena bukti tidak langsung tidak secara
eksplisit disebutkan di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tetapi keberadaan
bukti tidak langsung dikenal secara luas pada penegakan hukum persaingan usaha di
berbagai negara. Hal tersebut kemudian yang mendorong penulis untuk mengangkat
permasalahan mengenai kepastian penerapan indirect evidence dan terkait kedudukan
indirect evidence pada pelanggaran persaingan usaha khususnya kartel.
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